
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor s; Tambahan Lembaran , 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355)UKEPAlAPE~HGKATDAERAHII KEPALJ.\ fiAG•ArfJl 

ten tang 
Dalam 

1. Undang-Undang Nomor . 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lerribaran Negara Republik Irtdonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan · sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2020; 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6), 
Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), dan Pasal 22 ayat (7) 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nornor 8 
Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten . Jepara, dalam memberikan 
penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah harus sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah, rriaka perlu diatur 
mengenai kemampuan keuangan daerah dan hak 
keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten .Jepara untuk tahun 2020; 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENENTUAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR . 1 TAHUN 2020 

BUPATi. JEPARA 
PROVINS! JAWA TENGAH 

Mengingat 

Menim bang 



Dana 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019. Nornor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6322); 

I 
I 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019-Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahuri 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - 
Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahuri 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang mcmimpm pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Jepara. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara. 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten 
Jepara. 

6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Jepara. 

7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk 
menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan 
berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan 
Komunikasi intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional 
Pimpinan DPRD. 

8. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang 
yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan 
dalam rangka mendorong peningkatan kinerja PimpinaE.....dan An 
D PRD. KEPALA PER4UGKAI OAERAH 

PEIIGUSUl 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
TAHUN 2020. 

MEMUTUSKAN : 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 13); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten .Jepara Nomor 8 Tahun 
201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Ka bu paten J epara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8°, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 
2019 ten tang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 6); 

PENENTUAN TENT ANG BUPATI PERATURAN Menetapkan 



a. Pendapatan Umum Daerah: 
No Uraian Tahun 2018 
1 Pendapatan Asli Daerah Rp. 369. 330 .454. 700 ,- 
2 Dana Bagi Hasil Rp. 39.836.895.561,- 
3 Dana Alokasi Umum Rp 984.914.973.687,- 

Jumlah: Rp.1.394.082.323.948,- 
b. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara: 

No Uraian Tahun 2018 
1 Gaji Pokok ASN Rp. 409.424.383.203,- 
2 Tunjangan Keluarga Rp. 38.955.580.438,- 
3 Tunjangan .Jabatan Rp. 6. 795.540.000,- 
4 Tunjangan Fungsional Rp. 31.013.406.000,- 
5 Tunjangan fungsional Umum Rp. 5.008.817.000,- 
6 Tunjangan Beras Rp. 20.524.506.720,- 
7 Tunjangan PPh/tunjangan khusus Rp. 664.273.263,- 
8 Pembulatan Gaji Rp. 5.288. 955,- 
9 Iuran Assuransi Kesehatan Rp. ,KF.PAI.A BJ\GlAN 

Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran 
pendapatan umum daerah dikurangi belanja pegawai aparatur sipil 
negara. 

(2) Pendapatan urnum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai 
aparatur sipil negara. 

(4) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan 
keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data 
realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun 
anggaran yang direncanakan. 

Pasal 2 

BAB II 
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Formulasi Penghitungan 

9. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan 
DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses. 

10. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana 
Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap 
bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan 
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan 
pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari. 



KEPAll\ I\AGH\N 
H ~H!IIJ\1 

b. Wakil Ketua, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi · 
Wakil ketua DPRD. 

( 1) Dana Operasional diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua 
DPRD sesuai dengan kemampuan daerah. 

(2) Dengan kondisi kemampuan keuangan daerah terrriasuk dalam 
kelompok tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), maka Dana 
Operasional di berikan dengan keten tuan se bagai · beriku t: 

a. Ketua, paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi ketua 
DPRD. 

(1) Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan re~es kepada 
Pirnpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kemampuan daerah. 

(2) Dengan kondisi kemampuan keuangan daerah termasuk dalam 
kelompok tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), maka 
Tunjangan Reses diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD paling 
banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua bPRD. 

Pasal 7 

Pasal 6 

(2) Dengan kondisi kemampuan keuangan daerah termasuk dalam 
kelompok tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), maka 
Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada pimpinan dan 
anggota DPRD paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua 
DPRD. 

(1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah. 

Pasal 5 

(1) Dengan Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah 
dikurangi belanja aparatur sipil negara, diperoleh besaran 
Rp.605.270.295.041,- (enam ratus lima milyar dua ratus tujuh puluh 
juta dua ratus sembilan puluh lima ribu em pat puluh satu rupiah). 

(2) Dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kabupaten 
Jepara masuk dalam kategori kemampuan keuangan daerah kelompok 
tinggi. 

Pasal 4 

Bagian Kedua 
Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah 

Rp. 840.203.127,- 
Rp. 3.286.859.210,- 
Rp. 78.853.448.494, 
Rp. 181.893. 768.065, 
Rp. 788.818.463.916,- 

10 J aminan kecelakaan kerj a 
11 J aminan kematian 
12 Tambahan penghasilan PNS 
13 Tunj angan guru 

Jumlah: 



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR .. 1 

~ 
EDY SUJATMIKO 

SEKRETARIS DA• RAH KABUPATEN JEPARA, 

Diundangkan di J epara 
pada tanggal 13 ·Januari 2020 

Kepala SKPD Pengusul 

BA GIAN HU KUM Ii.: 
--------------~-. t 

Kasubag 
Kepala Bagian 
Asisten I Plt.BUPATI JEPARA, 

· WAKIL BUPATI 

Sekretaris Daerah 

Ditetapkan di .Jepara 
Pada tanggal 13 Januari 2020 

JAB.c\TAf\l 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 10 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 6 
Tahun 2019 tentang Kemampuan Keuangan Daerah dan Hak Keuangan 
Pimpinan dart Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara 
(Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 6), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 9 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Jepara discsuaikan dengan kemampuan keuangan 
daerah kelompok tinggi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2), terhitung 
mulai bulan Januari 2020. 

Pasal 8 


